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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

LENY WIDIASTUTI binti KARIMAN, umur 24 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, Tempat
tinggal di Jalan P.M. Noor RT. 29 RW. 05
Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru

Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai Penggugat ;
MELAWAN

WAHAB bin SARJONO, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Tukang Kebun, Tempat tinggal semula
di Jalan P.M. Noor RT. 29 RW. 05 Kelurahan
Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan,
Kota Banjarbaru, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah
Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan serta

memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
28 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru
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dengan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 28 April 2016 telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di
Kota Banjarbaru pada tanggal 26 Mei 2012, yang tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/19/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012;

2. Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus
perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara
Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat
sebagaimana tersebut di atas sampai berpisabh;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai keturunan 1 orang anak, yang bernama CHARISSA PRICILLYA
DEVI binti WAHAB, lahir tanggal 7 Mei 2012, saat ini anak tersebut berada
dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 5 Juni 2012 Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan bekerja ke Jawa;

6. Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak
pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya
yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selama itu pula
Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak
meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti
nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan)
Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat sudah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat
dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat namun mereka tidak

mengetahuinya;
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8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasehati Penggugat
untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat kembali namun Penggugat
tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang
demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah
mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas, maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,
memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (WAHAB bin SARJONO)
terhadap Penggugat (LENY WIDIASTUTI binti KARIMAN);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat hadir secara in person menghadap di persidangan
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun
berdasarkan relaas panggilan nomor 236/Pdt.G/2016PA.Bjb tanggal
9 Mei 2016 dan 9 Juni 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap

di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki
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Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:
A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/19/V/2012 tanggal 28 Mei 2012
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian
kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian
diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 400/043/Kessos tanggal 27 April
2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru
Selatan Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian
(nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi;

1. KARIMAN bin KARSO WIKROMO, umur 58 tahun, agama Islam,
pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan P.M. Noor RT. 029
RW. 005 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota
Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal
dengan Tergugat yang bernama Wahab sebagai suami dari
Penggugat yang menikah pada tahun 2012;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini berada dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama di rumah kontrakan di Jalan P.M. Noor, Banjarbaru Selatan;
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- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat baik-baik saja, namun rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2012 karena Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak
kembali lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya masalah dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak
pula memberi kabar kepada Penggugat;

- Bahwa sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah
kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat,
namun tidak berhasil;

- Bahwa selama ini saksi pernah berusaha menasihati Penggugat,
namun tidak berhasil;

2. SUMARNO bin H. MAD SALEH, umur 54 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Beringin RT.
028 RW. 005 No. 043 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru
Selatan Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi kenal
Penggugat yang bernama Leny dan Tergugat yang bernama Wahab
sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan P.M. Noor Kota
Banjarbaru;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sudah lama meninggalkan
Penggugat;
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- Bahwa sepengetahuan saksi selama sekitar empat tahun terakhir ini
Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya masalah dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah datang menemui
Penggugat dan anaknya,;

- Bahwa selama ini saksi pernah berusaha menasihati Penggugat,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan
semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan
agama lIslam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut
Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota
Banjarbaru maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif
Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat
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secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus
menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing
untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat
secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka upaya damai
melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di
persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha
mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat
untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk
menghadap di persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan Tergugat telah dipanggil secara
sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana yang
dikehendaki pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas
panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa
ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan hukum yang sah, karenanya
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
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menghadap sebagai wakil’lkuasanya yang sah meskipun Tergugat telah
dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek
sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum
Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz | halaman 164 yang diambil alih
menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

i ade SISO Flr W e cLndll
Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara
verstek, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa
perkawinan/perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan
sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus
diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan
Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam
mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan
tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut
Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat karena
sejak tanggal 5 Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan
alasan akan bekerja ke Jawa namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah
pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas
dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selama itu pula Tergugat tidak
memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta
benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah Penggugat serta
Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan

saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti
otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Gaib) adalah
bukti otentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai kepergian Tergugat dari tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat di Jalan P.M. Noor Rt. 29 Rw. 05 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sejak tanggal 5 Juni 2012 yang lalu,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena
itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai
seorang anak yang ikut bersama dengan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis
namun sejak tahun 2012 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak
berkumpul lagi dengan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak
bercerai dengan Tergugat namun ntidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok
permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
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saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai
seorang anak yang tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis
namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak
berkumpul lagi dengan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak
bercerai dengan Tergugat namun ntidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok
permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan cocok
antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai
seorang anak yang bernama Charissa Pricillya Devi binti Wahab, lahir 7 Mei
2012 dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum pernah

bercerai;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis
namun setidaknya sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi
karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak
berkumpul lagi dengan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak
bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat
dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang
terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadukan dasar/alasan dalam
mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Pekawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di
atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya
perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;

- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami isteri;

- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan atau berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan
satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan

Halaman 11 dari 15 halaman. ~ Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-
unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah berusaha
menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha
yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur
pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat
menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975
dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami dan isteri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka tidak terbukti adanya perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga alasan Penggugat
dalam gugatannya dengan menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak namun demikian bahwasanya
telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
setidaknya sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan selama jangka waktu tersebut sudah tidak
pernah kembali, tidak pernah rukun lagi dan bahkan keberadaan serta alamat
Tergugat sudah tidak diketahui lagi sehingga gugatan Penggugat telah
mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana
dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ji
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang
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bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian
unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
setidaknya sejak tahun 2012 atau sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sejak
saat itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama.
Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga
seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak
lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja
makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta
tidak saling perdulikan dan saling urus lagi bahkan sampai sekarang Tergugat
sudah tidak diketahui keberadaannya, maka telah terbukti adanya keretakan
antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat
untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka
tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan
dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan,
maka Pengadilan berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam
perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh
talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh
Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat

dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai
sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar
biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (WAHAB bin SARJONO)
terhadap Penggugat (LENY WIDIASTUTI binti KARIMAN);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk
mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada
hari Kamis tanggal 8 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6
Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru
yang terdiri dari AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis,
H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H., dan M. NATSIR ASNAWI, S.H.l., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu NUZULA YUSTISIA, S.H.I.,
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;
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Ketua Majelis,

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H. M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

NUZULA YUSTISIA, S.H.L

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan  : Rp.180.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp.  6.000,-

JUMLAH : Rp.271.000,-
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